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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenlukan
Daerah Tingkat II dan Kolapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
NegaraRI Tahun 1959 Nomor 73,Tambahan LembaranNegara RI
Nomor 1B21 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55.
Tambahan lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-UndangNomor 34 Tahun 1999 (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nornor 169, Tambahan lembaran Negara
Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tenlang lalu Lmtas dan
Angkutan Jalan (lembaran Negara RI Tahun 1992 Nornor 50,
Tambahan lembaran NegaraRI Nomor 3486).

4. Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua
Alas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retnbusi Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan lembaran NegaraRI Nomor4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuksn
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor53, Tambahan lembaran NegaraRI Nomor4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan
Daerah (LembaranNegara RI Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan
lembaran Negara Nornor 4437) sebagaimanatelah dlubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 !enlang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan lembaran NegaraNomor4844);

Mongingat

b. bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudhurut a.
pertu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Unit
Pelaksana Teknis Olnas (UPTD) Pengelola Angkutan Umum
Massal Kola Palembang

a. bahwa dengan telah ditetapl<4t,1nyaPeraturen Oaerah Kota
Palembang Nomor 9 Tahun 20W tentang Pembentukan. Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembangsejalan
dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Palembang, dibidang perhubungan, maka dalam upaya
mengoptlmalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan
dibidang transportasi jatan pada tingkat operasional pertu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola
Angkutan UmumMassal Kota Palembang;

Monimbang

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS OINAS (UPTD)
PENGELOLA ANGKUTAN UMUMMASSAL KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

TAHUN 200BNOMOR 48
PERATURANWALIKOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG



Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kola adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekrelaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kola Palembang.
8. Angkutan Umum Massal adalah angkutan dengan sistem

pelayanan Bus wayalau Bus Rapid Transit (BRry.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Angkutan Umum Massal

yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Angkutan Umum
Massal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Angkutan
Umum Massal yang merupakan unsur pelaksana teknis
operasional Dinas Perhubungan.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Angkutan Umum
Massal yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala
UPTO Pengelola Angkutan Umum Massal.

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada
UPTD Pengelola Angkutan Urnurn Massal.

12. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional
pada UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG UNIT
PELAKsANA TEKNls DINAs (UPTD) PENGELOLA ANGKUTAN
UMUM MASSAL KOTA PAlEMBANG.

MEMUTUsKAN:

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jatan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor
63. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 66. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4145):

10. Peraturan Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemenntah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan LembaranN-egara RI Nomor 4741);

12. Peraturan Daerah Kota PalellJ.Qng Nomor 6 Tahun 2008 tenlang
Urusan Pemerinlahan Kota p'aiembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9
Nomor 2008).
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PasalS

(1) Susunan Organisasl UPTO Pengelola Angkutan Umum Massal,
terdiri dad:
a. Kepala.
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c. Petugas Teknis Operasional.
d. Kelompok Jabalan Fungsional.

BABIV
SUSUNAN ORGANISASI

Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal mempunyai rungsi .
B. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pelayanan ticketing

terhadap pengguna jasa angkutan umum massal.
b. Pengaluran penjadwalan kedatangan dan keberangkatan

kendaraan angkutan umum massal.
c. Penentuan ritase per-han kendaraan dalam pengoperasian

angkulan massal.
d. Penyusunan slatistik dan pelaporan jasa pengelola angkutan umum

massal.
e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
f. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas

rnetatul Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkan.

Pasal5

UPTO Pengelola Angkutan Umum Massal mempunyai lugas
melaksanakan sebagian lugas Dinas Perhubungan pada tingkat
operasional dibidang pengelola angkutan umum massal.

Pasal4

operasional Kepala
dibina oleh Kepala

(2) Dalam kedudukan tersebut, secara leknis
UPTO Pengelola Angkutan Umum Massal
Bidang Transportasi Jalan dan ReI.

(1) Kedudukan UPTD Pengelola Ar jkutan Umum Massal secara
adrntnlstrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemubungan Kota
Palembang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal3

Oengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola
Angkutan Umum Massal Kota Palembang.

Pasal2

BAB II
PEMBENTUKAN

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas.
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Pasal10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Kepala Sub BagianTata Usahamempunyaifungsi :
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan

kegiatan yang telah ditetapkansesuaidenganbidangtugasnya.
b. Penyelenggaraankegiatan ketatausahaan.
c. Pengelolaanurusan rumah tanggadan perlengkapan.
d. Pengajuan rencanakebutuhansistem ticketingangkutanmassa!.
e. Pemeliharaanfasilitas ticketingdan fasilitas penunjanglainnya.
f. Penyusunan rencana target perencanaan retribusi angkulan umum

massal setlap tahun.
g. Penyiapandan penyusunanlaporan kegiatanpelaksanaantugas.
h. Pelaksanaan tugas-tugaslain yangdiberikan KepalaUPTD.

Bagian Kedua
Kepala Sub Baglan Tata Usaha

Pasat9

Kepala Sub BagianTata Usahasebagaimanadimaksuddalam Pasal6
aya! (1) huruf b, mempunyai lugas melaksanakanurusan administrasi
umum dan keuangan.

Pasal8

Unluk melaksanakan lugas sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Kepala UPTDmempunyaitungsi :
a. Penyusunan rencana dan proll,.lm ke~a pengetolaan angkutan

umummassal dan memantaupelaksanaannya.
b. Pengaturandan penyediaanSeluruh Sislem Ticketing dari Seluruh

PerusahanAngkutan UmumMassa!.
c. Pengaturan jadwal keberangkatan dan kedatangan seluruh

Angkutan UmumMassa!.
d. Pembinaan dan pengarahan terhadap Operator Angkutan Umum

Massal.
e. Pengawasan terhadap kepentingan pengguna Jasa Ticketing

Angkulan Massa!.
f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait

lainnya.
g. Pelaksanaantugas-tugasdinas yang diberikanoleh Kepala Dinas.
h. Penyampaianlaporan pelaksanaantugas UPTD.

.........

Bagian Pertama
Kepala UPTO

Pasal7

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
operasional Dinas Perhubungan dalam mengelola angkutan umum
massal yang melipuli pengelolaan, pengaluran, pengamanan dan
pelayananjasa ticketing.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Angkutan Umum
Massal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian tidak terpisahkandan Peraturan ini.
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(1) Kepala UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal wajib
memlmpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya dan apabila terjadi penyimpangandapat mengambil
IIndakan yang dlperfukandan melaporkanpenyimpangantersebut
kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undanganyang berlaku.

Pasal16

Kepala UPTD Pengelola Angkutan Umum Massal dalam
melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undanganyang berlaku.

Pasal15

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pengelola Angkutan Umum
Massal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansl lainnya sesuai
dengan bidangtugasnya.

Pasal14

BABV
TATA KERJA

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengelola Angkutan Umum
Massal sesuai dengan keahlianyang dibutuhkan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri darl sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai
dengan bidangtugasnya.

Baglan Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal13
v

Petugas Teknis Operasional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11,
mempunyaifungsi :
a. Penyiapan bahan-bahan pelaksanaan pengaturan sistem teknis

dan jadwal keberangkatan dan kedatangan angkutan umum
massat.

b. Pelaksanaan pemungutan [asa pengguna Sistem ticketing
Angkutan UmumMassa!.

c. Pelaksanaankerjasamadan berko.v.dlnasidengan plhak terkail.
d. Pelaksanaantugas-tugaslain yang-diberikanoleh Kepala UPTD.

Pasal12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengatur, menertibkan dan
mengelola ticketing sertajasa PelayananAngkutan UmumMassal.

Bagian Ketiga
Petugas Teknis Operasional

Pasal11
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H. ROMI IIEH rON

Ditelapkan di Palembang
pada langgal 11. 1..0" 2008

WAKIL WALII<OTA ALEMBANG.

Peraturan ini rnulai berlaku pada tal1ggal diundangkan

Agar seliap oranq rnengelahuinya. mernerlntahkan pengundangan
Peraturan ini, dengan penempatannva dalam Derita Oaerah Kola
Palcmbang

Pl'~ 110

BAB VII
PENUTUP

Kepala UP I D. Kepala Sub Bagian Tala Usaha. Pelugas Opcrasional
dan l<elol11pokJabatan Fungsional pada UPTO Pengelola Angkulan
UIIIUIII Massal dianghal dan diberhentlkan oleh Walil(ola uerdasarkan
usul Kopala Dinas.

Pasal17

BABVI
PENGANGltATAN DAN PEMBERHENTIAN

(2) Kcpala Sub Bagian. Pelu!las Teknis Operasional dan KelolOpok
Jabatan Fungsional IIcllanggungjawab kepada Kepala UPTD
Pengelola Angkulan umom Massal Pengelola I\ngkulan Umum
Massa!.
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